BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya tentang hubungan kerja yang didasari

pada perjanjian kerja e-sports dan pemutusan hubungan Kkerja, dapat ditarik beberapa

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Terhadap rumusan masalah pertama,

penulis menyimpulkan bahwa:

Hubungan hukum melibatkan pihak tim e-sports sebagai suatu pengusaha di bidang
olahraga elektronik atau e-sports dengan pihak atlet e-sports sebagai pekerja yang
merupakan hubungan kerja. Hubungan tersebut tercipta karena telah memenuhi
unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar dari hubungan kerja, yaitu
unsur pekerjaan, unsur upah, unsur perintah dan hubungan kerja tersebut didasarkan

dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Kemudian terhadap rumusan masalah kedua, penulis menyimpulkan bahwa:

Pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang didasari perjanjian kerja waktu
tertentu pada saat perjanjian masih berlangsung dilindungi oleh hukum
ketenagakerjaan dengan diwajibkan untuk memenuhinya hak-hak para atlet e-
sports, yaitu perlindungan terhadap upah, kesejahteraan dan jaminan sosial dari
atlet e-sports sebagai pekerja.

Tim e-sports yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan tanpa
adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial maka atlet e-sports berhak
menuntut ganti rugi sebesar upah atlet e-sports sampai batas waktu berakhirnya
jangka waktu perjanjian dan uang kompensasi sampai jangka waktu yang telah
dilaksanakan oleh atlet e-sports. Serta perlindungan jaminan sosial diberikan oleh
badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemerintah pusat kepada
atlet e-sports, berupa program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan

jenis BPJS Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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e PKWT yang tidak didaftarkan kepada instansi ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga
Kerja, demi hukum berubah menjadi PKWTT. Penerimaan hak-hak atlet e-sports
akibat terjadi pemutusan hubungan kerja adalah uang pesangon, dan/atau uang
penghartaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan dan perubahannya UU
Cipta Kerja.

e Penyelesaian perselisihan antara tim e-sports dan atlet e-sports dikategorikan
sebagai perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan pemutusan hubungan
kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial sehingga dalam menyelesaikan
perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ada beberapa cara yang
dapat dilakukan oleh atlet e-sports yaitu:

1. Melalui Perundingan Bipartit

2. Melalui Mediasi
3. Melalui Konsiliasi
4

Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik

saran sebagai berikut:

1. E-Sports merupakan industri baru dalam dunia olahraga maupun teknologi dan
elektronik sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi para atlet dan
khususnya tim perusahaan e-sports yang berbasis perseroan terbatas, diperlukan
undang-undang khusus mengenai e-sports ini. Hubungan perikatan antara tim e-
sports dan atlet e-sports dikaitkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Cipta Kerja, karena hubungan tersebut dikategorikan sebagai
hubungan kerja yang didasari perjanjian kerja. Oleh karena itu, perjanjian kerja
yang dibuat oleh perusahaan yang bergerak dibidang olahraga e-sports harus
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan karena e-sports
dikategorikan sebagai olahraga elektronik oleh Komite Olahraga Nasional (KONI).
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2. Tim e-sports yang menjadi pihak pemberi kerja diharapkan mampu memberikan
perlindungan hak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku guna

menyejahterakan atlet e-sports dengan bentuk perjanjian kerja apapun.
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